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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Mengikuti pemaparan analisis yang telah penulis 

uraikan pada bab sebelumnya mengenai praktik pelaksanaan 

akad ijarah pada pembiayaan ultra mikro di KSPPS Abdi 

Kerta Raharja Cabang Serang, maka kesimpulan yang 

terbentuk adalah sebagai berikut: 

1. Praktik pembiayaan ultra mikro multijasa dengan akad 

ijarah di KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang 

digunakan untuk keperluan pendidikan sekolah, 

perbaikan rumah, dsb., sebagai pembiayaan reward bagi 

anggota yang telah bergabung dengan KSPPS Abdi 

Kerta Raharja Cabang Serang paling lama minimal 1 

tahun. Pelaksanaan akad ijarah tersebut dilakukan secara 

wakalah, dimana pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja 

Cabang Serang memberikan kuasa dan pencairan dana 

kepada anggota untuk mewakilkan pihak koperasi 

membeli/menyewakan barang atau jasa yang diperlukan 
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oleh anggota. Batas pembiayaan reward yang diberikan 

pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang kepada 

anggota berkisar antara 5.000.000 sampai dengan 

20.000.000, dimana besaran pengajuan disesuaikan 

dengan keperluan pengajuan pembiayaan anggota. 

2. Pelaksanaan akad ijarah pada pembiayaan ultra mikro di 

KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang Serang sudah sesuai 

dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 119/DSN-

MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro 

berdasarkan prinsip Syariah, dimana pada pelaksanaan 

akad ijarah tersebut, pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja 

mengikuti ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) 

yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa 

DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad 

Ijarah. Kemudian berdasarkan pandangan Hukum 

Ekonomi Syariah, Ma’jur (Objek) yang digunakan 

KSPPS Abdi Kerta Raharja juga telah sesuai dengan 

Syariah, karena objek yang digunakan adalah jasa 
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berupa uang, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 307 ayat 1 

bahwa jasa ijarah dapat berupa uang, surat berharga, 

dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Kemudian 

dalam hal pengadaan objek sebagai ketentuan kewajiban 

pihak yang menyewakan, dilakukan secara wakalah. 

Selanjutnya objek dipakai untuk hal-hal yang dibenarkan 

menurut Syariah dan penggunaan objek oleh anggota 

telah dicantumkan dalam akad ijarah. 

B. Saran 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, dengan ini 

penulis menyampaikan saran kepada pihak-pihak terkait, 

yakni sebagai berikut: 

1. Kepada pihak KSPPS Abdi Kerta Raharja Cabang 

Serang, diharapkan dapat mengembangkan produk 

dan layanan yang menggunakan akad ijarah pada 

pembiayaan ultra mikro multijasa. Seperti 

memberikan layanan sewa-menyewa ruko atau 

bangunan, dsb., untuk keperluan pengembangan 
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modal usaha anggota yang menjalankan usaha ultra 

mikro agar semakin relevan dengan tujuan 

diadakannya program pembiayaan ultra mikro yakni 

untuk membantu memenuhi kebutuhan pelaku usaha 

ultra mikro dalam meningkatkan usahanya. Selain itu, 

para staff sebaiknya lebih mempelajari akad-akad 

pada masing-masing produk, agar ketika menjelaskan 

kepada calon anggota yang akan mengajukan 

pembiayaan, calon anggota bisa membedakan antara 

produk koperasi syariah dengan koperasi 

konvensional. 

2. Kepada Dewan Syariah Nasional, ada beberapa 

ketentuan yang harus disempurnakan dalam fatwa 

mengenai penggunaan dana yang ada di Pembiayaan 

Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah terutama 

dalam Pembiayaan Ultra Mikro Multijasa, agar 

penggunaan dana pada pembiayaan ultra mikro 

multijasa dapat berfokus pada pembiayaan untuk 

keperluan modal usaha para pelaku ultra mikro. 


